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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus pencabulan
yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ketika anak terlibat dalam
permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak karena
anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang dan
pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Perlindungan yang dapat diberikan
terdapat dalam peraturan perundang undangan di antaranya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal
tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui
bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana
pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terbukti melakukan tindak pidana
pencabulan dan apakah yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak
pidana pencabulan.

Adapun penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif
yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari
hasil penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana
anak dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan
normatif yang berlaku.

Hasil Penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa hakim dalam
menjatuhkan putusan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara
yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya keterangan saksi-saksi serta
alat bukti dan memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan,
sementara itu pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan
hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan vyaitu terdakwa telah
merugikan anak korban dan keluarganya. Sedangkan hal-hal yang meringankan
adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Kata kunci: Pencabulan dengan anak sebagai pelaku, anak yang melakukan
pencabulan.



ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of cases of sexual
abuse committed by minors. When children are involved in legal problems, the
state must provide protection to children because children have the right to get
protection, attention, affection and education for the welfare of the child. The
protection that can be provided is contained in the laws and regulations,
including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice
System. Based on this, the researcher is interested in conducting this research in
order to find out how the judge's considerations in imposing sanctions for
criminal acts of obscenity committed by children who are proven to have
committed acts of sexual abuse and what factors are considered by the judges in
imposing sanctions for criminal acts committed by children as perpetrators of
criminal acts. molestation.

This research uses descriptive-qualitative analysis method, namely
compiling, processing and discussing the results of qualitative data obtained from
research results. The approach method used is normative juridical by studying the
laws and regulations relating to juvenile crime and seeing the decision and then
analyzing it based on the applicable normative provisions.

The results of the research and discussion show that the judge in making a
decision consists of juridical and non-juridical considerations. Juridically, the
decision was handed down on the basis of the fulfillment of the statements of
witnesses and evidence and taking into account the legal facts during the trial,
meanwhile the non-juridical considerations consisted of aggravating matters and
mitigating matters. The aggravating thing is that the defendant has harmed the
victim's child and his family. Meanwhile, the mitigating factors are that the
defendant behaves politely in court.

Keywords: Obscenity with children as perpetrators, children who commit
crimes of sexual abuse.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.
Anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang
akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Maka dari itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan
berkembang baik fisik, mental maupun sosial secara optimal. Anak memiliki
keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh
sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara
harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang
undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.!

Semakin berkembangnya tekhnologi media elektronik seperti HP,
televisi, laptop dan lain sebagainya menyebabkan anak dengan mudahnya
terjerumus dalam tindakan yang menyimpang mengakibatkan krisis moral
terhadap anak bangsa saat ini sehingga membuat anak dengan mudahnya
melakukan suatu kejahatan, salah satunya yakni penyimpangan seksual. Anak

harus mendapatkan perlindungan, dipelihara dan dibina dengan baik karena

! Abintoro Prakoso, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Yogyakarta:
Laksbang Grafika, 2013), him. 15.



anak memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan dalam dirinya dan
anak juga merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Baik
buruknya masa depan suatu bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi
anak saat ini. Anak adalah seseorang yang berpotensi sebagai penerus cita-cita
suatu bangsa.

Keluarga merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan
pembentukan karakter anak karena keluarga berfungsi sebagai pendidik utama
untuk memberikan edukasi kepada seluruh anggotanya. Maraknya kejahatan
kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik
yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur
tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya
terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dalam KUHP Indonesia,
kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini
diatur dalam Buku Il Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Adapun Pasal 289 menyatakan sebagai berikut “Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum
karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman
penjara paling lama sembilan tahun”. Namun bagaimanakah dengan pelaku
anak dalam tindak pidana pencabulan? Apakah hukumannya sama dengan apa
yang diatur dalam KUHP? Anak yang melakukan kekerasan seksual

(pencabulan) juga belum sepantasnya dia mendapat hukuman berupa



pemidanaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat
melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang
lain atau lingkungan sekitarnya.

Beberapa faktor seorang anak yang melakukan kekerasan seksual
pencabulan diantaranya yaitu faktor lingkungan, pendidikan, keluarga,
budaya, pergaulan dan kecanggihan tekhnologi. Namun dalam pendidikan
mental seorang anak, keluargalah yang sangat berpengaruh. Dalam hal
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.? Kurangnya pengawasan
dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh
dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana.
Oleh karena itu diciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya sangat menjujung tinggi harkat dan
martabat anak.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penelitian yang akan
dilakukan penulis dalam skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Tentang
Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi

Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn)”.

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di
atas, maka untuk membangun penelitian ini penulis merumuskan
permasalahan pokok, antara lain:
1. Bagaimana ketentuan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan
oleh Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk:

a. Untuk mendeskripsikan tentang ketentuan sanksi tindak pidana
pencabulan yang dilakukan oleh anak.

b. Untuk menelaah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh
anak.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini,
antara lain:

a. Kegunaan Teoretik

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat

menambah dan memperkaya kebaikan ilmu di bidang hukum bagi



penulis. Menambah pengetahuan dalam penelitian yang berkaitan
dengan permasalahan anak serta melakukan bimbingan pada anak yang
berhadapan dengan hukum sehingga masyarakat ataupun akademisi
juga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu kepidanaan.
b. Kegunaan Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta
diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat khususnya

para orang tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Adapun dalam melakukan penelusuran terkait dengan judul yang
diangkat oleh penyusum yakni “Analisis Yuridis Tentang Sanksi Tindak
Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak™ dan juga untuk menghindari
kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta agar dapat memecah masalah
dan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penyusun menemukan beberapa
tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yakni sebagai
berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014”.3 Karya Juli Raya Syahputra (2018). Fakultas

Hukum, Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini membahas mengenai

% Juli Raya Syahputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” Fakultas
Hukum, Universitas Sumatera Utara, (2018).



bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana dalam penyidikan serta bagaimana kebijakan hukum pidana
dalam hal melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas anak sebagai
pelaku tindak pidana pencabulan dan sama-sama membahas tentang kebijakan
hukum pidana dalam hal melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana
pencabulan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya
membahas tentang kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam
penyidikan, sedangkan penulis meneliti sanksi pidana terhadap anak sebagai
pelaku pencabulan. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di tahun 2018,
sedangkan penulis melakukan penelitian di tahun 2021.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Kelas IA Padang No. 15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)”* karya Febri
Hardiman Fitra (2018). Fakultas Hukum Universitas Andalas. Skripsi ini
peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan bagaimana hubungan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap

anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur dengan teori

4 Febri Hardiman Fitra, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana
Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur” Fakultas
Hukum, Universitas Andalas (2018).



pemidaan serta memfokuskan penelitian ini pada putusan pidana penjara yang
diberikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang
dilakukan oleh anak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama
membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
penjara terhadap anak sebagai pelaku pencabulan. Perbedaannya adalah
peneliti sebelumnya mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang
No0.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg tahun 2018, sedangkan penulis mengkaji
Putusan Nomor 24/Pid.sus-Anak/2019/PN.Smn) tahun 2021.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Jambi).®> Karya Indri Yani (2020) Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini
membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap sesama anak,
kemudian bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana kekerasan sesama anak. Persamaan dengan skripsi ini
adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak.
Perbedaan kedua penelitian ini adalah peneliti sebelumnya lebih
memfokuskan terhadap penanggulan dalam penerapan perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual di Pengadilan Negeri
Jambi pada tahun 2020. Sedangkan penulis membahas mengenai faktor

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sanksi tindak pidana

S Indri Yani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)” Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020).



pencabulan terhadap anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Sleman,
Yogyakarta pada tahun 2021.

Keempat, Jurnal dengan judul “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan
Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten Kendal” karya Agil
Widiyas Sampurna. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.® Jurnal
ini membahas tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pelecenan seksual oleh penyidik yang cenderung mengikuti penyidikan
konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif dan membahas dampak
juga konsep dari penyidikan tersebut. Sedangkan penulis lebih memfokuskan
kepada analisis yuridis sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh
anak.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Problematika Penanganan Terhadap
Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum
(Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)”.” Jurnal ini membahas tentang kondisi
dan permasalahan anak pelaku pencabulan (kejahatan seksual) sebelum dan
selama menjalankan proses hukum mulai dari penangkapan hingga putusan
peradilan kasus di Kalimantan Barat. Sedangkan penulis membahas tentang

sanksi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana

¢ Agil Widiyas Sampurna, Suteki, “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif
Di Kabupaten Kendal”. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 12
No.1, 2016.

" Nyi. R Irmayani, “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan
Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum, (Kasus di Provinsi Kalimantan)”, Vol. 8 No.3 2019.



pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Sleman, Yogyakarta.
Keenam, Jurnal yang berjudul “Penerapan Restorative Justice
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.® Dalam
jurnal ini membahas terkait Restorative Justice yang dapat menjadi bahan
acuan dan pertimbangan dalam upaya mencari keadilan dan perlindungan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Sedangkan penulis
membahas tentang sanksi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melalui putusan

Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik
Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang meliputi penjelasan tentang
suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah.
1. Teori Kebijakan Kriminal
Teori utama adalah teori Penanggulanan kejahatan. Dimana
penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui kejahatan kriminal
(criminalpolicy). Menurut Prof. Soedarto, S.H., Kebijakan krimanal

merupakan “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

8 M. Aidil, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan
No.49/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng)”, Vol. 3, No 1, 2020.
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menanggulangi kejahatan.®

Pada Hakikatnya Kebijakan Kriminal atau penanggulangan
kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari
itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah sebagai
perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteran masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan dalam beberapa hal yaitu:

a. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan
(goal), Social welfare (kesejahteraan masyarakat) , dan Social Defense
(perlindungan masyarakat). Dimana kedua aspek sosial ini sangat
penting yaitu kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang
bersifat immaterial, utamanya nilai kebenaran, kepercayaan dan
kejujuran atau keadilan.

b. Pencegahan Penanggulan Kejahatan (PPK) dilakukan melalui
“pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana “penal” dan “non
penal”.

c. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan melalui sarana penal (penal-
law enforcement policy yang fungsionalisasinya melalui beberapa
tahap yaitu: Formulasi (Kebijakan Legislatif), Aplikasi (Kebijakan
Yudikatif), Eksekusi (Kebijakan Eksekutif Administratif).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut dengan teori utilitarian,

® Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru”, (Jakarta:Predana Media Grup, 2010) him. 3.
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tercipta sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan

pidana menurut teori relatif ini bukan hanya sekedar pembalasan tetapi

untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.’® Sebagaimana dikemukakan
oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidaan yakni:!!

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de
maatschapperlijke orde).

b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai
akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad
onstane maatschapperlijke nadeel).

c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader).

d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de
misdadiger).

e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah guna mencegah agar
ketertiban di masyarakat tidak terganggu. Dalam kata lain, pidana yang
dijatunkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas
kejahatannya, akan tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Restorative Justice

Restorative justice merupakan alternatif atau jalan lain dalam

10 Diakses, https://media.neliti.com/media/publications/43258-1D-analisis-
perkembanganteori-hukum-pidana.pdf, pada 11 Oktober 2021.

11 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), him. 12.


https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembanganteori-hukum-pidana.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembanganteori-hukum-pidana.pdf
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peradilan kriminal dengan menggunakan pendekatan integrasi pelaku dan
korban/masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta
kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.?

Dalam studi viktimologi mengusulkan dasar pemikiran perlu
diadakan sebuah konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan
(non litigasi) dengan konteks restorative justice. Suatu konsep
penyelesaian sengketa kepidanaan yang mengedepankan kepada kondisi
terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak

pidana.®

F. Metode Penelitian
Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang akan
digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif-empiris yaitu dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana
anak dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-
ketentuan normatif yang berlaku.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu menyusun,

12 C. Barton, “Empowerment and Retribution ini Criminal Justice. In: H. Strang, J.
Braitwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. Journal TEMIDA Mart 2011.
Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 55-76.

13 Afthonul Afif, “Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice” (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar , 2015), him. 341-350.
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mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil
penelitian serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis
data yang diperoleh selanjutnya ditarik kesimpulan pada tahap akhir.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Analytical
Approach. Pendekatan analisis yang merupakan pendekatan dengan
menganalisa bahan hukum guna mengetahui makna yang dikandung oleh
istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara
konsepsional sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-
putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama,
penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan
hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut
dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui
wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman
yakni Ibu Suratmi.

b. Studi Kepustakaan

Tekhnik pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan

14 Johny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, cetakan ke 6
(Malang: Banyumedia Publishing, 2012), him. 310.
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perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang

berhubungan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Sekunder

Data Sekunder menjadi sumber pendukung dalam melakukan

penelitian dan mengkaji apa yang menjadi permasalahan di tempat

yang akan dijadikan penelitian tersebut. antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar 1945.%

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

b. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang memberi petunjuk,

15 Undang-Undang Dasar 1945.
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dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung
dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

Data Primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan penelitian Pengumpulan data primer merupakan bagian
internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk
tujuan pengambilan keputusan. Pada penelitian ini jawaban data
primer diperoleh dari hasil wawancara.'®

6. Analisis Data
Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian,
penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu
menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh
dari hasil penelitian serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil
analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada
tahap akhir.
7. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Pengadilan Negeri Sleman,
Yogyakarta, sebagaimana dengan judul, latar belakang masalah yang

dibahas dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka Skripsi ini terdiri dari lima pokok Bab, untuk mempermudah

16 Suharsini Arkunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 133.
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penulis mengenai kerangka pembahasan skripsi ini maka diperlukan adanya

sistematika pembahasan. Lima Bab yang menjadi objek serta batasan-batasan

pembahasan. Terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam setiap Bab antara

lain:

Bab Pertama:

Bab Kedua:

Bab Ketiga:

Bab Keempat:

Bab Kelima:

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal
yang bersifat umum yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka
Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai anak yang berisi
beberapa uraian yakni Pengertian anak, hak-hak anak,
penyebab keakalan anak dan penanggulangan kenakalan.

Bab ini berisi uraian umum tentang data lapangan yang
menjadi fokus penelitian yaitu Pengadilan Negeri Sleman
Kelas IA Yogyakarta.

Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang ketentuan
sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak
serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap anak yang terbukti bersalah telah melakukan tindak

pidana pencabulan.

Bab ini merupakan akhir atau penutup dari keseluruhan skripsi

ini, yang didalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab
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sebelumnya disertai dengan saran yang dapat diambil sebagai

masukan bagi penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh analisa mengenai pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan
tindak pidana pencabulan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang
terbukti melakukan tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor
24/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Smn. adalah sanksi pidana pembinaan di Balai
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 9
(sembilan) bulan vyaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan
tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan pasal 82
ayat (1) j.o. pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana
dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga memiliki
beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis Yyang
berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa,
dan keterangan saksi. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar

belakang dari perbuatan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan dari

69
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perbuatan tersebut. Pertimbangan yuridis dan non yuridis dihubungkan
dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak, sehingga hakim dapat menjatuhkan
sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, selain itu hakim
juga mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian
Kemasyarakatan.

2. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak
pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pada hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang
memberatkan yakni perbuatan terdakwa anak sangat merugikan korban
dan keluarganya dan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa Anak
belum pernah dihukum dan Terdakwa Anak Dbersikap sopan di
persidangan. Selain itu akibat dari perbuatan terdakwa anak menyebabkan
saksi korban mengalami depresi sedang sebagaimana visum et repertum

Nomor 440/388/RM/2019.

B. Saran
Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harusnya
bersifat mendidik dan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar kelak
terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim juga harus
mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan

tersebut sangat berpengaruh bagi masa depan terdakwa.
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